
Jakarta, 21 Maret 2017 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah 2017 (PHP Kada 2017) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon (KPU). PIhak Terkait. dan
pengesahan alat bukti. Agenda ini merupakan Iahap kedua dalem pemeriksaan perkara PHP Kada 2017 setelah
sebelumnya selama dua hari berturut-turut MK mendengarkan daiil-daiil permohonan para Pemohon PHP Kada 2017

KPUD masing-masing daerah yang merupakan Termohon pada perkara PHP Kepala Daerah akan menjelaskan
keputusan penetapan hasil pilkada d daerah masing-masing sekaligus menjawab delil-dalli para Pemohon etas
dugaan berbagai pelanggaran yang tenadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan PIhak
Telkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak akan menyampaikan
keterangan ternadap semua Iuduhan yang dilayangkan o1eh para Pemohon

Pada sesi persidangan Selasa (2113) puku1 16 00 WIB. Panel I yang dipimpin o1eh Ketua MK Anef Hidayat dengan
did ampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Fanda Indrati dan Wahiduddin Adams akan memeriksa 3 perkara PHP
Kada 2017 yang beesal dari Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tollkara, dan KOIa Keridari
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Dalam SIdang pendahuluan yang digelar Dieh Panel I pada Jumat (1713). Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
No. Urut I Muhammad Madel dan Musharsyah mein permasalahkan pelanggaran yang dilakukan KPUD Sarolangun
Pelanggaran tersebut adalah sengala tidak meIengkapi seluruh dokumen hasil penghitungan surat suara berupa
dokumen Cl-KWK. Menurut Pemohon. seiuruh dokumen tersebut tidak diberi sternpel KPPS d sellap desa. Hallni
merata d setiap kecamatan. Bedasarkan hasilrekapitulasi KPU Kabupaten Sarolangun. pemohon me rinperoleh suara
sebanyak 58.592 suara, sedangkan paslon peelh suara Ierbanyak mein peroleh 73,845 suara. sehingga terdapat
sellsih suara antara pemohon dengon paslon peraih suara terbanyak adalah 15,253 suara Jumlah sellsih suara InI
meIebihi batas I 5% persen yang ditentukan berdasarkan Iumlah penduduk Kabupaten Sarolangun

Sementara Itu. dalam perkara PHP Kabupaten Tclikara yang dimohonkan Paslon NO Urut 3 John Tabo dan Barnabas
Weya disebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tollkara. pemohon merinperoleh suara sebanyak
79020 suara. sedangkan paslon peraih suara Ierbanyak mein peroleh 1,8640 suara. Sellsih suara antara pemohon
dengan paslon peelh suara Ierbanyak meIebihi batas inaksima1 2%. Namun. pemohon mendalilkan bahwa Iumlah
tersebut be toeda dari hasil perhitungan yang dilakukan o1eh 11m pemohon dimana seharusnya pemohon me in peroleh
suara terbanyak dengan perolehan akhir sebesar 6,420 suera. Pemohon juga mendalilkan adanya politik uang di
bebeepa distrik

DAPAT 01TERBITKAN SEGERA

Sedangkan Paslon Walikota dan Wakil Wallkota Keridari No. Urut I Abdul Rasak dan Heris Andi Surahman menyebut
ditemukannya pemilih belpolensi ganda atau pemilih ganda pada Datar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari. Menurut
pemohon. PIhaknya telah meminta KPUD Kendari. Panwas dan semua iaiaran penyelenggara pemilu untuk
mengklarifikasi dan mengkaji DPT yang diduga bemolensi ganda dan atau pemilih ganda. Seiain itu, pemohon
me minta KPUD Kendari untuk me in batalkan salah satu dan dua hak suara pemilih yang diyakini ganda d tiap-tiap TPS
dan me inbuatkan daftar pemilih yang dibatalkan. Namun laporan-laporan tersebut hanya dibiarkan saia o1eh Panwas
INina A1Nano T. )

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konslitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentsng Mahkamah Konstitusi sebagaimana
Telah 01ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentsng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentsng
Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstilusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
rerhadap Undang-Undang Dasar, meinutus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undang
Dasar, meinulus pembubaran partai polltik, dan meinutus perselisihan tentsng hasil pemilihan urnum, serta wailb memberIkan putusan ares
pendapat Dewan Peruakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Dieh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurul Undang-Undang Dasar.
Untok Informasilebih Ianjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konslitus! Republik Indonesia. Telep. n: 021-2352 9000 eat. 18212,
fats: 0213512456 Hp. 081-210-17-130, pin bb: SAA23606. Llaman: WWW. inahkamahkonstitu I o. 1d

\/


